
 

 

                                               
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

Menimbang : a.  bahwa dengan bertambahnya objek retribusi, 

penyesuaian tarif  retribusi dan perubahan nomenklatur 
pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis dinas 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung serta guna meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah pada sektor retribusi, maka Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Restribusi Jasa Umum; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2         
Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai 
berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 1 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium yang 

selanjutnya disebut Balai Laboratorium adalah balai 

laboratorium kesehatan pada perangkat daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

kesehatan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa 

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitative kesehatan.  

10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala 

kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yang 

diberikan kepada seseorang dalam rangka 

menegakkan diagnosis, dan atau pelayanan 

pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya. 
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11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam 

dan atau buatan manusia, yang berada di atas 

maupun di bawah permukaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala 

tertentu. 

12. Pelayanan Pencetakan Peta adalah Jasa pelayanan 

pencetakan Peta oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 

13. Pelayanan Pendidikan adalah segala pelayanan 

pendidikan yang diberikan kepada seseorang dalam 

rangka proses pengubahan sikap dan tatalaku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan 

dan pelatihan. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah. 

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, 

penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai 

kepada kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib 

Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Gubernur. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 

atau seharusnya tidak terutang. 
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20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

21. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan professional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundangundangan retribusi daerah.  

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

di bidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 2 

Retribusi Jasa Umum terdiri dari 2 (dua) jenis: 

a. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta; dan 

b. Retribusi Pelayanan Pendidikan. 

 

3. Ketentuan BAB III dihapus. 
 

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 13 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Jasa 
Pelayanan pencetakan Peta pada perangkat daerah 

Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang: 

a. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 

b. kehutanan. 
 

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 14A 

(1) Objek Retribusi Perdantian Biaya Cetak Peta adalah 
penyediaan pelayanan pencetakan Peta yang dibuat 

oleh Pemerintah Daerah pada perangkat daerah 
Provinsi yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kehutanan yang terdiri dari: 

a. Peta informasi kawasan hutan; 

b. Peta pertimbangan teknis: 

1) status lahan perorangan; 

2) status lahan Badan Usaha/Badan Hukum; 
dan/atau 

3) izin pinjam pakai kawasan hutan; dan/atau 

c. Peta lampiran: 

1) rekomendasi izin pinjam pakai kawasan 

hutan; dan/atau 

2) izin pinjam pakai kawasan hutan yang 

diterbitkan oleh Gubernur. 
 

(2) Pencetakan peta disediakan dengan ukuran kertas: 

a. A0; 

b. A3; dan/atau 

c. A4/F4. 

 
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 
 
                                       Pasal 18 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian 
Biaya Catak Peta berdasarkan Jasa pelayanan 

percetakan peta sesuai dengan jumalah peta yang 
dicetak dan/atau ukuran kertas yang digunakan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Daerah ini. 
 

(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 
(tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks 
harga dan perkembangan perekonomian. 

 
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 19 

(1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat 
pelayanan diberikan. 
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(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipungut oleh perangkat daerah Provinsi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: 

a. energi dan sumber daya mineral; dan 

b. kehutanan. 
 

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 
berbunyi sebagai berikut: 

                                       
Pasal 26 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan 

Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II Peraturan Daerah ini. 

 

(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 
(tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks 

harga dan perkembangan perekonomian. 
 
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 
 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 19 Agustus 2021 

 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 
 

ERZALDI ROSMAN 
 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 19 Agustus 2021 

       
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

NAZIARTO 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 
NOMOR 2 SERI C 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR (3-103/2021) 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

dto 

SYAIFUDDIN, S.H 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19630312 198503 1 013 

 

 


